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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat

diilihat pada panja berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab  Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
<
. Ta T Te
[
- Sa S es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
c Ha h ha (dengan titik di bawah)
. Kha Kh ka dan ha
C
5 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
Ra R Er
)
: Zai 4 Zet
J
Sin S Es
S
. Syin S es dan ye
o y y y
Sad $ es (dengan titik di bawah)
S
" Dad d de (dengan titik di bawah)
1 Ta t te (dengan titik di bawah)
5 Za z zet (dengan titik di bawah)
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“ain koma terbalik (di atas)

C

. Gain G Ge
C
b Fa F Ef
3 Qaf Q Ki
5 Kaf K Ka
J Lam L El
- Mim M Em
R Nun N En
5 Wau w We
2 Ha H Ha
. Hamzah ‘ Apostrof
« Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A A
Kasrah | |

s Dammah U U




b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
6 Fathah dan ya Al adanu
’ Fathah dan wau Au adanu
Contoh:
- X kataba
- & faala
- & suila
- &S kaifa
- J$%  haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
e Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas
& Kasrah dan ya I i dan garis di atas
; Dammah dan wau 9] u dan garis di atas
Contoh:
- Je qala
- ) rama

- 2 qila



- jj—iJ yaqilu

4. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- JUbY1 455 raudhah al-atfal/raudhatul atfal

2

- 5841 &0 al-madinahal-munawwarah/al-madinatul munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

\

@

- JF nazzala

| al-birr

1
o
\ S

Xi



6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J,
namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:
- U ar-rajulu
- (LLA\ al-galamu

- QMMJ\ asy-syamsu

- M aljatale
7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak
di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

xii



- ME  ta’khuzu
- ix%  syai’un
- 33 an-nau’u

- 5; inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan
kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- G R sge :>\ 3 Wa innallaha fahuwa khair ar-razigin/Wa innallaha

faliuwa khairurrazigin

- B 3 B & o2 Bismillahi majreha wa mursaha
9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa
yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- J-J\:J\ Ny & Jad Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin/
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
- e f)‘ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahtm
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.

Contoh:

- D S3a ) Allaghu gafiirun rahim

- L’w‘ j}ii}f\ & Lillahi al-amru jam1 an/Lillahil-amru jam1 an
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swi. = subhanahu wa ta’ala

saw. = shallallahu ‘alaihi wa sallam

as = ‘alaihi al-salam

H = Hijriyyah

M = Masehi

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali ‘Imran/3:4
H.R = Hadist riwayat

UuuD = Undang-Undang Dasar

UUP = Undang-Undang Perkawinan
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PP
RI
KHI

KUHP

R.Bg
Rv

MPR

= Peraturan Pemerintah

= Republik Indonesia

= Kompilasi Hukum Islam

= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

= Herzien Inlandsch Reglement

= Rechtreglement Voor de Buitengewesten

= Wethoek op de Burgerlijke Rechtvordering

= Majelis Permusyawaratan Rakyat
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ABSTRAK

Andi Muhammad Nur Muharram, 2025. “Perlindungan Hak Tergugat dalam
Perkara Cerai Mafgid di Pengadilan Agama Masamba Nomor
334/Pdt.G/2021/PA.Msb.” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh
Firman Muhammad Arif dan Feri Eko Wahyudi.

Perkara cerai gaib yang diajukan ke Pengadilan Agama menjadi problematik ketika
tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dipanggil secara efektif.
Pemanggilan melalui media lokal dan situs pengadilan seringkali tidak menjangkau
tergugat, sehingga berpotensi melanggar asas audi et alteram partem. Penelitian ini
bertujuan menganalisis perlindungan hak tergugat dalam perkara cerai gaib melalui
studi kasus di Pengadilan Agama Masamba, serta menelaah relevansi regulasi
dalam menghadapi potensi kembalinya tergugat setelah perkara diputus inkrah.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal. Lokasi
penelitian adalah Pengadilan Agama Masamba, dilaksanakan pada semester genap
tahun akademik 2024/2025. Subjek penelitian meliputi hakim dan aparatur
pengadilan yang terlibat dan memahami perkara Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb.
Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara terbuka dan dokumentasi. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen
putusan pengadilan. Data dianalisis dengan metode analisis isi dan interpretasi
tematik berdasarkan prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemanggilan tergugat masih
terbatas dari segi jangkauan dan efektivitas. Pemanggilan melalui radio lokal dan
situs web saja tidak cukup menjamin tergugat mengetahui adanya gugatan.
Verifikasi status gaib hanya dilakukan secara administratif tanpa keterlibatan pihak
lain. Putusan pengadilan tidak memuat pengaturan hak keperdataan, seperti hak
asuh anak dan pembagian harta bersama, yang seharusnya menjadi bagian integral
perlindungan hak tergugat.

Penelitian merekomendasikan revisi regulasi agar pemanggilan tergugat dilakukan
melalui sistem multi-kanal dan proses yang lebih efektif di dalam lingkungan
pengadilan. Hakim perlu diberikan dasar hukum tegas untuk memutuskan seluruh
aspek keperdataan dalam perkara cerai mafqiid, guna menjamin keadilan hukum
sesuai dengan prinsip magqasid al-syart‘ah dan hukum nasional.

Kata Kunci: Perceraian gaib, Pengadilan Agama Masamba, Hak tergugat.
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ABSTRACT

Andi Muhammad Nur Muharram, 2025. "Protection of the Defendant's Rights
in the Mafqiid Divorce Case at the Masamba Religious Court Number
334/Pdt.G/2021/PA.Msb. Thesis Family Law Study Programme, Faculty
of Sharia, Palopo State Islamic University. Supervised by Firman
Muhammad Arif and Feri Eko Wahyudi.

Mafqid divorce cases filed with the Religious Court become problematic when the
defendant's whereabouts are unknown and cannot be effectively summoned.
Summons through local media and court websites often do not reach the defendant,
potentially violating the principle of audi et alteram partem. This research aims to
analyse the protection of the defendant's rights in mafqiid divorce cases through a
case study at the Masamba Religious Court, and to examine the relevance of
regulations in dealing with the potential return of the defendant after the case is
decided.

The research uses a qualitative method with a socio-legal approach. The research
location was the Masamba Religious Court, conducted in the even semester of the
2024/2025 academic year. The research subjects included judges and court officials
who were involved in and understood case number 334/Pdt.G/2021/PA.Msb. The
research instruments were open-ended interview guidelines and documentation.
Data collection techniques were conducted through in-depth interviews and
document studies of court decisions. The data was analysed using content analysis
method and thematic interpretation based on the principles of Islamic law and
Indonesian positive law.

The results showed that the mechanism for summoning the defendant was still
limited in terms of reach and validity. Summoning through local radio and websites
is not enough to ensure that the defendant is aware of the lawsuit. Verification of
mafqid status is only done administratively without the involvement of other
parties. Court decisions do not contain provisions for civil rights, such as child
custody and division of joint property, which should be an integral part of protecting
the rights of the defendant.

The research recommends the revision of regulations so that the summoning of
defendants is carried out through a multi-channel system and a more effective
process within the court environment. Judges need to be given a firm legal basis to
decide all aspects of civil rights in mafqid divorce cases, in order to ensure legal
justice in accordance with the principles of magasid al-syari'ah and national law.

Keywords: Invisible divorce, Masamba Religious Court, Rights of the accused
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebagai
ikatan hukum antara dua individu dengan tujuan membentuk rumah tangga yang
kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.! Namun, dalam
praktiknya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan, perceraian kerap
menjadi solusi terakhir dalam konflik yang tidak dapat diselesaikan. Salah satu
bentuk perceraian yang menimbulkan tantangan dalam sistem peradilan agama
adalah perceraian akibat salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya dalam
jangka waktu yang lama atau dalam istilah hukum Islam disebut mafqiid.? Kasus ini
menimbulkan persoalan mendasar dalam proses peradilan, terutama mengenai
perlindungan hak-hak tergugat yang tidak hadir dalam persidangan.

Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan
bahwa dari total 493 kasus perceraian di Kabupaten Luwu Utara pada 2024 hingga
awal 2025, sebanyak 108 kasus disebabkan oleh suami atau istri yang
meninggalkan pasangannya tanpa kabar. Jumlah ini menempati urutan kedua

setelah alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (282 kasus).® Ini

! Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

2 Wahbah Az-Zuhaili, Terjemah Figih Islam Wa Adillatuhu - Jilid 6 (Gema Insani, 2011),
745,

3 Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, “Jumlah Perceraian Menurut
Kabupaten/Kota dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2024 -
Tabel Statistik,” diakses 18 Juli 2025, https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-
table/3/YVdoUllwVmITM2h4YzFoV1psWkViRXhgTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-
menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sulawesi-selatan--2021.html.



menunjukkan bahwa fenomena cerai gaib dengan tergugat mafgid merupakan
persoalan nyata yang membutuhkan perhatian hukum khusus.

Pengadilan Agama Masamba, sebagai lembaga yang berwenang menangani
perkara perceraian di wilayah Kabupaten Luwu Utara mencatat 53 perkara cerai
gaib dalam 4 tahun terakhir dengan rincian: 19 kasus (2021), 8 kasus (2022), 7
kasus (2023) dan kembali meningkat menjadi 19 kasus pada 2024.* Salah satu
perkara yang representatif adalah Putusan Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb yang
menjadi fokus dari penelitian ini. Pada perkara tersebut tergugat dinyatakan gaib
karena tergugat telah pergi bekerja ke luar daerah sejak awal 2020 dan tidak
kembali tanpa kabar maupun pemberian nafkah. Salah satu aspek penting dalam
perkara gaib adalah proses pemanggilan tergugat yang merupakan bagian dari
prinsip due process of law (Proses hukum yang adil) dan perlindungan hak-hak
tergugat. Namun, dalam praktiknya ditemui sejumlah hambatan yang berpengaruh
pada efektivitas pemanggilan tergugat gaib.

Pengadilan Agama Masamba dalam menangani perkara cerai gaib di
wilayah hukumnya selama ini mengandalkan pemanggilan tergugat melalui media
lokal, terutama melalui Radio Adira FM Masamba dan situs web resmi pengadilan,
sebagaimana diatur dalam prosedur pemanggilan untuk perkara gaib. Namun,
Radio Adira FM yang selama ini menjadi media utama untuk pemanggilan telah
berhenti beroperasi selama beberapa bulan terakhir. Akibatnya, efektivitas

pemanggilan melalui media massa lokal menjadi sangat terbatas, terutama karena

4 Panggilan Gaib, diakses 17 Januari 2025, https://pa-
masamba.go.id/index.php/kepaniteraan/panggilan-gaib.



tidak tersedia alternatif media lokal lainnya. Saat ini, pemanggilan hanya dilakukan
melalui situs web resmi pengadilan sebagai satu-satunya media massa yang
digunakan. Meski pemanggilan melalui media massa telah dilakukan, hakim tetap
berkewajiban menjaga perlindungan hak-hak tergugat, seperti hak untuk diberitahu,
menjawab, pembagian harta bersama atau hak asuh anak.®

Keterbatasan ini berdampak langsung pada tingginya putusan verstek, yakni
tergugat tidak hadir di persidangan karena pemanggilan yang terbatas. Fakta
tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan infrastruktur media dan sarana
komunikasi menjadi salah satu hambatan utama dalam menjamin kehadiran
tergugat gaib dalam proses persidangan. Prosedur pemanggilan yang bersifat
formal tidak selalu menjamin pemenuhan hak-hak tergugat secara substantif,
seperti hak untuk diberitahu, memberikan jawaban, dan terlibat dalam pembagian
harta atau pengasuhan anak. Tergugat gaib tetap merupakan subjek hukum yang
memiliki hak dan kewajiban, meskipun tidak hadir.®

Kondisi ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur
pemanggilan di Kabupaten Luwu Utara, khususnya di Pengadilan Agama
Masamba, karena ketidaksiapan sarana informasi dan prosedur pemanggilan yang
kurang memadai dapat melemahkan prinsip keadilan prosedural, terutama dalam
perkara cerai dengan tergugat berstatus gaib. Penelitian ini penting untuk mengkaji

sejauh mana perlindungan hak tergugat gaib dijamin dalam proses persidangan,

> Suleha Nurazisah Pasinian dkk., “Judge’s Ex Officio Rights to a Fair Verstek Divorce
Decision at The Palopo Religious Court,” Al-Risalah Jurnal llmu Syariah dan Hukum, 30 November
2023, 258-60, https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.43697.

& Azzahra Nurrachman Annisa Rahma Rafidah, Perbandingan Hukum Perdata Tentang
Orang dan Badan Hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris, Zenodo, 20 Juni 2024, 398,
https://doi.org/10.5281/ZENODO.12190210.



sebagaimana tercermin dalam Perkara Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msh. Dengan
demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan hukum keluarga Islam, menjadi rujukan dalam penanganan perkara
serupa, dan mendorong penelitian lanjutan mengenai perlindungan hukum bagi
pihak yang tidak hadir dalam perkara cerai. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut
dalam skripsi yang berjudul **Perlindungan Hak Tergugat dalam Perkara Cerai

Mafqid di Pengadilan Agama Masamba Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tergugat dalam perkara cerai
gaib Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb yang diputus oleh Pengadilan Agama
Masamba?

2. Sejauh mana prinsip ushul al-khamsah pada magasid al-syart‘ah diaplikasikan
untuk melindungi hak tergugat gaib dalam perkara cerai di Pengadilan Agama
Masamba Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap tergugat gaib dalam Perkara
Pengadilan Agama Masamba Putusan Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb, dengan
penekanan pada pemenuhan hak-hak tergugat selama proses peradilan.

2. Menjelaskan prinsip-prinsip  maqasid  al-syari‘ah  dalam  menjamin
perlindungan hak tergugat gaib, khususnya melalui lima unsur pokok (ushul al-

khamsah) penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.



D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum
keluarga Islam khususnya mengenai perlindungan hak tergugat dalam cerai gaib.
Temuan ini memperkaya referensi akademis tentang implementasi prinsip
keadilan substantif dan kepastian hukum bagi pihak absen, serta menjadi dasar
rekonstruksi konsep hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial
kontemporer.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

a. Sebagai rujukan bagi Pengadilan Agama dalam menyempurnakan prosedur
penanganan perkara cerai gaib, terutama dalam mekanisme pemanggilan,
representasi hukum tergugat dan pertimbangan putusan yang menjamin
perlindungan hak semua pihak secara adil dan proporsional.

b. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan otoritas terkait dalam
merumuskan langkah-langkah hukum apabila tergugat gaib kembali setelah
putusan berkekuatan hukum tetap, termasuk jaminan atas hak keperdataan dan

status hukum pernikahan.



BAB I1
KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting dalam penelitian karena memungkinkan
penulis untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dibandingkan penulis
sebelumnya, serta mempermudah pembaca menilai perbedaan dan persamaan teori
yang digunakan. Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

1. Penelitian Ajrul Hakim Anwar tahun 2019 dalam tesis berjudul “Perlindungan
Hukum Terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Gaib di Pengadilan
Agama Sungguminasa (Studi Kasus Putusan No. 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm)”
memberikan wawasan penting terkait perlindungan hak istri sebagai penggugat
dalam kasus cerai gaib. Melalui pendekatan yuridis normatif yang diperkaya
dengan wawancara, penelitian ini menyimpulkan bahwa istri berhak
mengajukan gugatan cerai gaib jika suami menghilang tanpa kabar selama lebih
dari dua tahun. Selain itu, studi ini juga menegaskan pentingnya pemenuhan
hak-hak perempuan yang sering terabaikan, seperti nafkah iddah dan mut ah.
Namun, penelitian ini belum menyentuh perspektif tergugat (suami) yang
secara faktual tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya dalam proses
persidangan.” Sebagai pelengkap, penelitian saya yang berjudul "Perlindungan
Hak Tergugat dalam Perkara Cerai Mafqiid di Pengadilan Agama Masamba

Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb." sengaja menggeser fokus dari hak penggugat

7 Ajrul Hakim Anwar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai
Gaib di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Putusan No. 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm)”
(Tesis, Universitas Hasanuddin, 2019).



ke hak tergugat dengan menggunakan pendekatan socio-legal. Pendekatan ini
tidak hanya menganalisis aspek hukum formal sebagaimana dalam penelitian
Ajrul, tetapi juga mengeksplorasi dinamika sosial, budaya dan ketidakadilan
struktural yang dihadapi tergugat. Dengan studi kasus tunggal, penelitian ini
mengungkap tantangan kompleks seperti ketiadaan kesempatan membela diri.
Dengan demikian, penelitian ini melengkapi celah akademis dari studi Ajrul
dengan memberikan perspektif yang lebih seimbang, yakni memastikan hak
kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat terjaga dalam proses cerai
gaib.

2. Penelitian Ira Nurullita Haris tahun 2023 dalam skripsi “Perlindungan Pihak
Penggugat Terhadap Cerai Gaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam” (Putusan No. 896/Pdt.G/2021/PA.Sbg)”
memberikan analisis mendalam mengenai perlindungan hukum penggugat,
khususnya perempuan, dalam kasus cerai gaib. Melalui pendekatan yuridis
normatif, Ira menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan
Pengadilan Agama Subang, menyimpulkan bahwa meskipun hak mut’ah,
nafkah iddah dan hak asuh anak dijamin oleh hukum, praktik di lapangan masih
menunjukkan kelemahan dalam kepastian penerapannya. Penelitian ini juga
merekomendasikan perlunya sosialisasi hukum untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka.® Meskipun topik yang

dibahas sama-sama terkait cerai gaib, penelitian saya berbeda dalam fokus

& Tta Nurullita Haris, “Perlindungan Pihak Penggugat Terhadap Cerai Ghaib Menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor
896/Pdt.G/2021/Pa.Sbg.)” (Skripsi, UIN SUNAN GUNUNG DJATI, 2023).



subjek dan metodologi. Ira menitikberatkan analisis pada perlindungan
penggugat, sementara saya mengkaji posisi tergugat yang seringkali
termarjinalkan dalam literatur hukum. Pendekatan socio-legal yang saya
gunakan memungkinkan analisis yang menggabungkan doktrin hukum dengan
realitas sosial. Misalnya, penelitian ini mengkaji bagaimana ketidakhadiran
permanen tergugat karena status gaib dapat mempengaruhi validitas proses
persidangan, termasuk dampaknya terhadap prinsip keadilan prosedural.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan kajian lIra,
tetapi juga menawarkan perspektif baru tentang pentingnya menyeimbangkan
perlindungan hukum bagi kedua pihak dalam cerai gaib.

3. Penelitian oleh Abdul Jamil dan Muliadi Nur tahun 2022 dalam artikel berjudul
"Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim
Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian” mengkaji peran hakim dalam
melindungi hak-hak pihak yang tidak hadir melalui putusan verstek (tanpa
kehadiran tergugat). Dengan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis
perundang-undangan dan konsep hukum, penelitian ini menegaskan bahwa
hakim wajib menggunakan kewenangan ex officio untuk menjamin
perlindungan hak istri dan anak, meskipun sering dihadapkan pada
inkonsistensi penerapan asas audi et alteram partem (mendengarkan kedua
belah pihak).® Artikel ini relevan dengan penelitian saya karena cerai gaib juga

melibatkan ketidakhadiran tergugat. Namun, terdapat perbedaan mendasar

® Abdul Jamil dan Muliadi Nur, “Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui
Ex Officio Hakim dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian,” Jurnal Hukum lus Quia lustum 29,
no. 2 (2022): 439-60, https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10.



dalam konteks ketidakhadiran. Abdul Jamil dan Muliadi fokus pada putusan
verstek dalam perceraian umum, sementara penelitian saya menyoroti
ketidakhadiran permanen akibat status gaib yang menimbulkan kompleksitas
berbeda. Sebagai contoh, dalam cerai gaib, hakim tidak hanya bertindak ex
officio, tetapi juga harus memastikan bahwa upaya pencarian tergugat telah
memenuhi syarat hukum sebelum memutuskan perkara. Temuan penelitian
saya mengkritisi kerangka hukum cerai gaib yang cenderung berorientasi pada
penggugat, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip keadilan prosedural bagi
tergugat. Dengan kata lain, penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk
memperkuat mekanisme verifikasi dan transparansi proses hukum, agar hak

tergugat meski secara fisik tidak hadir tetap terlindungi secara adil.

B. Kajian Pustaka

I.

Konsep Dasar Cerai Gaib atau Mafqiid

a. Pengertian Perceraian

Cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai memiliki beberapa

arti: pisah; putus hubungan sebagai suami istri; perpisahan; perpecahan; dan tidak

bercampur lagi.*® Dalam bahasa Arab, cerai dikenal dengan kata talag. Talag

diambil dari kata ithlag®, berasal dari kata Tholaqo-Yutolaqu-Tholaagon yang

berarti meninggalkan, memisahkan dan melepaskan ikatan.*> Dalam terminologi

10 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pusat Bahasa, Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi V (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, 2016), https://kbbi.kemdikbud.go.id.

191.

11 Abd Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, Edisi 1 (Kencana Prenada Media Group, 2006),

12 Asman, Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam (Sebuah Kajian

Fenomenologi), Edisi 1 (Rajawali Pers, 2020), 48.
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Islam (syara’) perceraian adalah tindakan melepaskan ikatan pernikahan antara
suami dan istri, Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti
ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga atau kelalaian dalam memberikan
nafkah.** Meskipun dibolehkan dalam syariat, perceraian merupakan tindakan yang
sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang

diriwayatkan oleh Abu Dawud:

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan

kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib

bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau
bersabda: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”. (HR.

Abu Daud).*

Hadis ini menunjukkan bahwa perceraian adalah solusi terakhir, dan hanya
dilakukan jika rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan secara syar’i maupun
sosial. Sementara itu definisi taldg menurut para ulama secara bahasa adalah
Taharrunromin qéida ha wa nahwihi, yang berarti melepaskan dari ikatan dan
semisalnya. Ulama Hanafi dan Hambali menjelaskan faldg sebagai tindakan

melepaskan tali ikatan perkawinan, baik saat ini maupun di masa depan, dengan

menggunakan lafaz talag atau yang semakna. Abu Zakaria al-Anshari

13 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian (LADANG KATA, 2020), 161.
14 Abu Daud Sulayman ibn al-asy’ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abu Daud,
dalam Kitab Ath-Thalaaq, Juz 2, No. 2178 (Darul Kutub al-‘Timiyyah, 1996), 120.
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mendefinisikan talaq sebagai pelepasan tali akad nikah dengan kata falag atau
sejenisnya. Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, taldg adalah usaha untuk
melepaskan ikatan perkawinan yang mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.*
Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 117 adalah ikrar suami
dihadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya
perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.¢

Perceraian dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mencakup dua jenis: pertama, cerai falag yang
diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama yang dinyatakan sah dan berlaku beserta
segala akibat hukumnya sejak diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama;
kedua, cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang dianggap
sah dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak putusan.?” Namun perhatian
khusus diberikan pada kasus cerai gaib melalui Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 yang
mengatur pemanggilan tergugat gaib untuk memastikan hak para pihak tetap
terlindungi.
b. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian di Indonesia adalah isu hukum yang diatur dengan ketat oleh
berbagai peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa proses tersebut
dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan memberikan perlindungan hukum

bagi semua pihak yang terlibat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

15 Lilis Handayani, “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Figh dan Hukum
Positif,” Journal of Legal and Cultural Analytics 1, no. 1 (2022): 9,
https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897.

16 Kompilasi Hukum Islam, 1.00 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021), 28.

17 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum perceraian,
Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: sinar Grafika, 2013), 7.
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Perkawinan merupakan dasar utama yang mengatur prosedur dan alasan sah untuk
perceraian. Pasal 39 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perceraian hanya
dapat dilakukan melalui pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil.*®
Ketentuan ini diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, yang menetapkan beberapa alasan hukum yang dapat dijadikan dasar
perceraian, seperti perselisihan yang tidak dapat didamaikan, kekerasan dalam
rumah tangga, serta perbuatan zina.*® Bagi pasangan Muslim, Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam (KHI) menekankan pentingnya penyelesaian perceraian melalui
Pengadilan Agama dengan mengutamakan mediasi sebagai langkah awal.
Regulasi yang telah dipaparkan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam
menjaga keharmonisan rumah tangga, memastikan bahwa proses perceraian
melalui jalur hukum dilakukan dengan adil dan transparan untuk melindungi hak
semua pihak yang terlibat. Dasar hukum perceraian dalam Islam juga bersumber

dari Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Bagarah ayat 229:

2 4

Q\Pﬁh}" Yj Q\...o-\acjwﬁ}\ JJJM _j\...we\.e U"J'A dw\
W dis 56 ‘os\ 332 L NIGE Qwu:_:&,::;:\fe/\;;\;‘\f

. & - Ny
W A 3352 s 2383 Lo Ll FEn Y6 Al 5302 g
@ Skl 28 0,6 A0 5300 S g sy as

Terjemahnya :

Talag (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan
(rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.

18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
(1975).
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Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu
berikan k